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ABSTARK 
Faisal Fuad Zainuddin (B111 07 197), “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pencurian Dengn Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak 
(Studi Kasus Putusan No. 115/Pid. B/2011/Pn.Mks)”, dibawah bimbingan 
Bapak H.M. Said Karim selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Nur Azisa selaku 
pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Untuk mengetahui 
penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa mengenai 
putusan No. 115/Pid.B/2011/PN.Mks dan Untuk  mengetahui bagaimana 
pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan 
putusan dalam putusan No. 115/Pid.B/2011/PN.Mks.  
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Makassar dengan memilih 
instansi yang terkait dengan masalah skripsi ini yaitu Pengadilan Negari 
Makassar, karena Pengadilan Negeri Kota Makassar adalah tempat 
diputuskannya perkara pidana dengan putusan Nomor 
115/PID.B/2011/PN.Mks. Metode penelitian yang digunakan penulis antara 
lain adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data berupa 
dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan penelitian lapangan melalui tehnik 
wawancara secara langsung untuk memperoleh data yang dianalisis secara 
kualitatif dengan menggunakan metode deduktif kemudian disajikan secara 
deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Anak dalam memutus 
perkara Nomor 115/Pid.B/2011/PN.Mks., telah tepat dan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil dan formiil sehingga putusan 
tersebut sah secara hukum. Dan Hakim Anak dalam pertimbangannya lebih 
memilih untuk menerapkan sanksi tindakan berupa penyerahan anak kepada 
Departemen Sosial untuk dibimbing daripada menjatuhkan sanksi pidana 
karena alasan perimbangan kondisi sosial yang ada di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak yang kemungkinan  besar akan mencemari perilaku 
anak secara negatif. 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak adalah titipan Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki beragam 
hak asasi dimana pemenuhan, perlindungan, dan kebebasan dalam 
menggunakan segenap haknya merupakan tanggung jawab sosial yang 
dibebankan kepada keluarga sebagai unit sosial terkecil dan negara sebagai 
unit sosial besar. 
Dalam pemberian hak – hak anak, sudah pasti ada semacam 
pembatasan yang dilakukan agar pemenuhan hak tersebut tidak sampai 
menyebabkan pengguna hak lain merasa menderita. Dewasa ini, tidak ada 
satupun orang yang berakal sehat dan negara yang mengakui kebebasan 
yang sebebas – bebasnya dalam menggunakan dan memanfaatkan haknya. 
Seorang anak yang memiliki hak untuk hidup tidak boleh sampai mengambil 
makanan orang lain tanpa seizin orang itu.  
Orang – orang yang mempelajari filsafat hukum sudah tentu 
mengetahui bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk melindungi dan 
membawa masyarakat menuju keadilan dan kesejahteraan sosial. Segenap 
tingkah laku, aksi dan reaksi antar segenap individu haruslah senantiasa 
dibatasi, dikontrol, dan diberi ancaman ketika perbuatan – perbuatan itu 
mengakibatkan kekisruhan, kezaliman, penganiayaan dan serangan terhadap 
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segenap hak – hak milik. Kita mengakui bahwa setiap orang memiliki hak 
milik, akan tetapi tidak semua orang berhak untuk memiliki segala sesuatu 
yang diinginkannya jikalau itu mengakibatkan kekisruhan, kezaliman, 
penganiayaan dan serangan terhadap segenap hak – hak milik orang lain. 
Seseorang memang bebas dengan kehendaknya sendiri untuk menggunakan 
haknya, tetapi kebebasan itu tidaklah bersifat mutlak dan senantiasa berada 
dalam batas - batas hukum dan etika.        
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 
khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek 
kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya 
mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk 
hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala 
tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Hal 
ini juga tentu saja dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional 
sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang – Undang 
Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa  Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Pemerintah Indonesia dalam hal ini lembaga ekskutif dan legislatif 
secara bersama-sama sampai dengan saat ini telah membuat begitu banyak 
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undang-undang, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. 
Undang-undang yang telah dibuat tersebut mengatur dan mengikat seluruh 
perilaku dari subjek hukum yang ada di Indonesia. 
Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk 
dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada 
perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang 
berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya 
perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda. Hukum 
pidana yang merupakan tombak hukum dalam melindungi perjalanan 
masyarakat menuju kesejahteraan, dari sudut pandang ini akan menjadi logis 
untuk dilaksanakan. Perlindungan ini pada pokoknya ditujukan terhadap 
berbagai macam perbuatan yang membahayakan keseimbangan, 
kesejahteraan, keamanan dan ketertiban sosial. 
Di Indonesia telah dirumuskan berbagai peraturan yang menyangkut 
hukum pidana baik yang bersifat umum maupun khusus. Menurut hasil 
penelusuran dan penelitian sahabat saya yang seorang sarjana hukum yang 
bernama Arandy Achmad, terdapat lebih dari 150 (seratus lima puluh)  
undang – undang yang memuat ketentuan pidana di luar Kitab Undang – 
Undang Hukum Pidana. Persoalan ihwal apakah kesemua undang – undang 
itu telah memenuhi prinsip keadilan dan kemanfaatan merupakan persoalan 
yang tidak akan penulis bahas dalam karya ilmiah ini. Yang akan penulis 
bahas dalam karya ilmiah ini ihwal penerapannya. Dengan kata lain, yang 
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akan diperbincangkan ihwal masalah penerapan undang – undang hukum 
pidana dalam realitasnya di Indonesia. Untuk mengukur apakah semua 
undang – undang itu telah diterapkan dengan benar dan tepat, pastilah akan 
membuat skripsi ini menjadi berjilid – jilid sehingga skripsi ini tidak akan 
tampak seperti skripsi lagi, melainkan sebuah ensklopedia risalah – risalah 
hukum pidana. Untuk itu patutlah kiranya untuk dikerucutkan ke dalam satu 
kasus yakni pencurian yang berkualifikasi atau dengan pemberatan. 
Pertimbangan ini bukanlah dipilih secara acak atau tanpa motif. Ini 
disebabkan karena penulis sendiri pernah menjadi korban kejahatan 
semacam ini.  
Untuk subjek hukumnya penulis menetapkan secara khusus 
membahas anak nakal. Alasannya karena anak merupakan tanggung jawab 
kita bersama seperti yang telah penulis katakan pada awal bab ini. Anak 
merupakan bagian dari masyarakat, sehingga mempunyai hak yang sama 
dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara 
dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang 
cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, 
ekonomi, sosial dan budaya.. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak 
asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum 
internasional maupun hukum nasional, yang secara universalpun dilindungi 
dalam  Universal Declaration of Human Right (UDHR) dan  International on 
Civil and Political Rights (ICPR). Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa 
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setiap generasi bertanggung jawab terhadap generasi mendatang. Generasi 
penulis bertanggung jawab terhadap generasi anak mendatang. Karena 
penulis berkecimpung di dunia hukum, maka wajiblah penulis menyediakan 
pembahasan yang mungkin dapat bermanfaat sebagai bahan kajian anak di 
masa mendatang.       
Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan 
penelitian yang mendalam tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak”. 
Untuk menunjang proses penelitian yang akan penulis lakukan, maka penulis 
memilih salah satu putusan hakim sebagai contoh kasus yaitu putusan 
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 115/Pid.B/2011/Pn.Mks. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis 
menarik rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh 
hakim dalam putusan No. 115/Pid.B/2011/Pn.Mks?  
2. Bagaimanakah pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim 
dalam putusan No. 115/Pid.B/2011/Pn.Mks? 
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C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim 
terhadap terdakwa mengenai putusan No. 115/Pid.B/2011/PN. 
Mks;   
2. Untuk  mengetahui bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum 
yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam putusan 
No. 115/Pid.B/2011/PN.Mks.  
Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 
1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 
pidana khususnya mengenai persesuaian undang-undang dengan 
putusan hakim; 
2. Sebagai sumbangan pemikiran/masukan kepada aparat penegak 
hukum; 
3. Untuk memperoleh gelar sarjana hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian-Pengertian 
1. Tindak Pidana  
Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat 
dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS 
Hindia Belanda (KUHPidana), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang 
dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum 
berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini 
belum ada keseragaaman pendapat. 
Dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana”, Adami Chazawi (Adami 
Chazawi, 2001: 67-68) menerangkan bahwa di Indonesia sendiri dikenal ada 
tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit 
(Belanda). Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-
undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai 
terjemahan dari istilah strafbaar feit antara lain adalah tindak pidana, 
peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, 
perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana. 
Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Dari tujuh 
istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata 
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straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar 
diterjemahkan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan 
dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 
Secara letterlijk, kata ”straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau 
boleh dan “feit” adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa Belanda “feit” 
berarti “sebagian dari suatu kenyataan” dan “strafbaar” berarti “dapat 
dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” dapat 
diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. 
Adapun istilah yang dipakai Moeljatno dan Roeslan Saleh (Andi 
Hamzah, 2008: 86) dalam menerjemahkan strafbaar feit adalah istilah 
perbuatan pidana, namun Ter Haar (R Moeljatno, 2008: 18) memberi defenisi 
untuk delik yang tiap-tiap pengganguan keseimbangan dari satu pihak atas 
kepentingan penghidupan seseorang atau sekelompok orang. 
Menurut Bambang Waluyo (B. Waluyo, 2008: 6), pengertian tindak 
pidana (delik) adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman 
(strafbare feiten). R Abdoel Djamali (R. Abdoel Djamali, 2008: 175) 
menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana 
(delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan 
pidana. 
Selanjutnya menurut Pompe (Lamintang, 1997: 182), perkataan 
“strafbaar feit” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja 
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ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. 
Menurut Samidjo (Pipin Syarifin, 2000: 1),pengertian hukum pidana 
sendiri secara tradisional adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan 
yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang 
diancam dengan hukuman berupa siksa badan. 
Sedangkan Moeljatno (R. Moelijatno, 2008: 1-2) menguraikan 
berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana bahwa : 
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku 
disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan 
untuk: 
1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana 
tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 
2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar 
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan 
3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilakasanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar 
larangan tersebut. 
 
Tindak pidana (delik) dalam Hukum Pidana yang merupakan salah 
satu terjemahan dari istilah "straafbaar feit” (Belanda). lstilah straafbaar feit 
diterjemahkan secara berbeda-beda oleh sarjana hukum pidana antara lain 
tindak pidana, perbuatan pidana atau pengabaian melawan hukum serta 
beberapa istilah lain. 
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Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak 
pidana atau delik, maka penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa 
ahli hukum. 
Moeljatno (R. Moelijatno, 2008: 71) menggunakan istilah perbuatan 
pidana, yang didefinisikan beliau menyatakan bahwa: 
"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 
siapa melanggar larangan tersebut." 
 
Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut: 
1) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan 
manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh 
kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. 
Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya. 
2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman 
pidana (yang ditujukan pada orang), ada hubungan yang erat. Oleh 
karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang 
ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang 
ditimbulkan perbuatan tadi ada hubungannya erat pula. 
3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih 
tepat menunjuk pada dua keadaan konkrit yaitu pertama, adanya 
orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. 
Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin 
dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa 
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beliau memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering 
disebut pandangan dualisme juga dianut oleh banyak ahli, misalnya Pompe 
(Lamintang, 1997: 182) yang memaparkan pengertian straafbaar feit dari dua 
(2) segi, yaitu: 
1) Dari segi teoritis, straafbaar feit itu dapat dirumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan 
sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh 
seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum. 
2) Dari segi hukum positif, straafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak 
lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan 
undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 
dihukum. 
 
  Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa perbedaan antara segi teori 
dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, oleh karena dari segi 
teori tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu memang 
benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan 
(schuld), baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Sedangkan dari segi 
hukum positif, tidak ada suatu kesalahan tanpa adanya suatu  
”wederechtelijk". Dengan kata lain untuk menjatuhkan suatu hukuman 
(Pidana) tidaklah cukup apabila hanya perbuatan pidana, melainkan juga 
harus ada kemampuan bertanggungjawab, atau seseorang yang dapat 
dipidana apabila straafbaar feit yang telah ia lakukan tidak bersifat 
"wederechtelijk" dan telah dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak 
dengan disengaja. 
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Vos (Adami Chazawi, 2001: 72) merumuskan bahwa suatu stratbaar 
feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan 
perundang-undangan. 
R. Tresna (Adami Chazawi, 2001: 72-73) menyatakan walaupun 
sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal 
peristiwa pidana, namun beliau menarik satu definisi, yang menyatakan 
bahwa: 
"Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian 
perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau 
peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana 
diadakannya tindakan penghukuman." 
 
Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur yang 
berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya R. Tresna (Adami Chazawi, 2001: 
73) menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, 
yaitu: 
1) Harus ada suatu perbuatan manusia; 
2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam 
ketentuan umum; 
3) Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu 
orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan ; 
4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum; 
5) Terhadap perbuatan itu harus tesedia ancaman hukumannya 
dalam undang-undang. 
 
Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan 
R. Tresna, ternyata terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, 
seperti pada syarat ke-3. Tampak dengan jelas bahwa syarat itu telah 
dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat melanggar larangan 
13 
 
(peristiwa pidana) tersebut, yang sesungguhnya berupa syarat untuk 
dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan itu bukan syarat peristiwa 
pidana. 
Jika diatas diterangkan tentang pandangan dualisme yang 
memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang 
melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana, ada pandangan lain yakni 
pandangan monisme yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai 
perbuatan debgan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada beberapa ahli 
hukum yang berpandangan monisme ini, dalam pendekatan terhadap tindak 
pidana antara lain: 
J.E Jonkers (Pipin Syarifin, 2000: 53-54) memberikan defenisi 
strafbaar feit menjadi dua pengertian yaitu sebagai berikut: 
1) Definisi pendek, strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang 
diancam pidana oleh undang-undang; 
2) Defenisi panjang, strafbaar feit adalah suatu kelakuan melawan 
hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh 
orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jalan pikiran menurut 
definisi pendek hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang 
dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat 
oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat 
menyalahi ketetapan yang telah ditentukan oleh undang-undang. 
Adapun definisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan 
hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur 
yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau 
unsur-unsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada. 
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Simons (Lamintang, 1997: 185) telah merumuskan strafbaar feit itu 
sebagai berikut: 
Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 
   
Selanjutnya, Wirjono Prodjodikoro (Adami Chazawi, 2001: 75) 
menyatakan bahwa Tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. 
Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat 
disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan 
hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dikenakan sanksi pidana.  
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-
unsur subyektif. 
a. Yang disebut unsur obyektif ialah: 
1). Perbuatan manusia 
Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam perundang-
undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur objektif. 
Namun demikian adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak 
saja pada unsur objektif tetapi juga pada unsur subjektif yang terletak 
pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur objektif 
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antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan. 
Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak penting artinya. Dari 
rentetan akibat yang timbul dari kelakuan tidak ada yang menjadi inti 
tindak pidana, kecuali yang telah dirumuskan dalam istilah yang telah 
dipakai untuk merumuskan kelakuan tersebut. Misalnya kelakuan 
dalam tindak pidana “pencurian” yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, 
dirumuskan dengan istilah “mengambil barang” yang merupakan inti 
dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan; yang kecurian 
menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, hal itu 
tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana pencurian. 
 2). Delik materiil. 
Delik materiil dimana dalam perumusannya tindak pidana hanya 
disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila kita 
jumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak 
dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, kita 
harus menggunakan ajaran “hubungan kausal”, untuk 
manggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika 
dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu. Dengan begitu baru dapat 
diketahui perbuatan materiil dari tindak pidana yang menyebabkan 
timbulnya akibat yang dilarang. Tanpa diketahui siapa yang 
menimbulkan akibat yang dilarang itu, tidak dapat ditentukan siapa 
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yang bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang 
tersebut. 
3). Delik formiil. 
Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah 
dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan 
kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang 
diperlukan dalam delik materiil. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa delik materiil tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang sedang 
akibatnya yang dirumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil 
yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya. 
b. Yang disebut unsur subyektif ialah: 
1). Dilakukan dengan kesalahan delik yang mengandung unsur 
memberatkan pidana, apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan 
yang memberatkan seperti yang tertera pada Pasal 365 ayat, 2, 3 dan 
4 KUHP. Maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan pencabutan hak 
seperti yang tertera dalam Pasal 336 KUHP yang berbunyi; 
“Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan 
dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak 
tersebut dalam Pasal 345 no 1-4”. 
2). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab menurut pengertian 
Simons (Sudarto, 1986: 41) tentang adanya unsur-unsur pada tindak 
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pidana apabila: Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, 
melawan hukum, dilakukan, dengan kesalahan, oleh orang yang 
mampu bertanggung jawab. 
Pengertian kemampuan bertanggung jawab, banyak yang telah 
mengemukakan pendapat antara lain: 
Simons (Sudarto, 1982: 97) berpendapat bahwa: Kemampuan 
bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang 
membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, 
baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. 
Selain itu, Simons juga mengatakan bahwa seseorang mampu 
bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila: 
a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya 
bertentangan dengan hukum. 
b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran 
tersebut. 
 
KUHPidana tidak memuat perumusan kapan seseorang mampu 
bertanggung jawab. Di dalam buku I bab III Pasal 44 berbunyi: 
“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung 
jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau 
terganggu jiwanya karena penyakit tidak dapat dipidana” 
  
Dari Pasal 44 KUHP  tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa ada 2 hal 
yang menjadi penentuan keadaan jiwa si pembuat yaitu: 
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a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Pemeriksaan 
keadaan pribadi si pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa 
yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, yang 
dilakukan oleh seorang dokter penyakit jiwa. 
b. Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si 
pembuat dengan perbuatannya. Adapun yang menetapkan adanya 
hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan 
perbuatan tersangka adalah Hakim. 
Kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam 
KUHPidana dalam menentukan tidak dapat dipertanggung jawabkannya si 
pembuat adalah deskriptif normatif. Deskriptif karena keadaan jiwa 
digambarkan apa adanya oleh psikiater, dan normatif karena hakimlah yang 
menilai, bardasarkan hasil pemeriksaan, sehingga dapat menyimpulkan 
mampu dan tidak mampunyai tersangka untuk bertanggung jawab atas 
perbuatannya. 
Maka kesimpulannya meskipun orang telah melakukan tindak pidana, 
tetapi menurut bunyi buku ke II KUHP tersebut masih harus ditentukan 
bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Suatu 
perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah 
dinyatakan salah. Dapat diartikan salah apabila tindak pidana tersebut dalam 
hal apa dilakukan ternyata perbuatan itu dipengaruhi oleh ikhwal pada diri 
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pelaku, artinya meskipun ia sudah melanggar larangan suatu aturan hukum 
pengenaan pidana dapat dihapuskan apabila perbuatan itu diatur dalam 
pasal; Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49 ayat 1 dan 2, Pasal 50, Pasal 
51 KUHP. 
Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam 
buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk 
perbuatan tindak pidana apa yang dilarang. Untuk menentukan rumusan 
tersebut perlu menentukan unsur-unsur atau syarat yang terdapat dalam 
rumusan tindak pidana itu, misalnya: Tindak pidana pencurian Pasal 362 
KUHP. 
Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP yang 
berbunyi; 
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”  
 
Unsur-unsur Pasal 362 KUHP sebagai berikut: 
a) Barang siapa, 
b) Mengambil barang sesuatu, 
c) Barang kepunyaan orang lain, 
d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 
Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti 
tersebut diatas, tanpa menitik beratkan pada satu unsur. Tiap-tiap unsur 
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mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. 
Apabila rumusan Pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsur-
unsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu 
pengetahuan dan praktek peradilan. Untuk itu dalam menentukan tindak 
pidana yang digunakan, selain unsur-unsur tindak pidana yang dilarang juga 
ditentuka kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut. Misalnya seorang 
pencuri tidak segera menjual hasil curian, tetapi menunggu waktu dengan 
hasrat mendapat untung. Rumusan tersebut memenuhi unsur penadahan 
seperti yang diatur dalam Pasal 480 KUHP namun karena kualifikasi 
kejahatan sebagai pencuri maka ia tetap malanggar Pasal 362 KUHP bukan 
sebagai penadah. Pompe (Sudarto, 1986: 44) dengan tegas berpendapat; 
“Seorang pencuri yang tidak segera menjual hasil curiannya dengan hasrat 
mendapat untung, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan penadah, 
sebab perbuatan itu tidak dapat dimasukkan kualifikasi penadah”. Sehingga 
didalam pemberian pidana yang diperbuat pidananya haruslah dengan 
melihat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan penjatuhan 
pidananya yang mana dimulai dari pembuktian, sistem pembuktian, jenis 
pidana dan tujuan pemidanaan serta kemampuan bertanggung jawab dari si 
pembuat. Kesemuannya yang diuraikan di atas saling terkait dan merupakan 
suatu sistem dalam proses untuk tercapainya rasa keadilan dan kepastian 
hukum, di dalam wilayah Hukum Negara Indonesia. Dapat diterapkannya 
pemberatan pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam KUHP, 
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maka diperlukan hal-hal tersebut di atas guna menentukan pasal-pasal mana 
yang seharusnya diterapkan. 
 
3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 
Dalam hukum adat tidak terdapat pemisahan secara jelas antara 
batasan umur seorang yang telah cakap bertindak dan orang yang masih di 
bawah umur adalah mereka yang belum mempunyai kecakapan untuk 
bertindak 
Ter Haar (1960:160) mengemukakan bahwa:  
“Menurut hukum adat masyarakat kecil itu, maka seseorang menjadi 
dewasa adalah saat ia sudah kawin dan meninggalkan rumah ibu 
bapaknya untuk berumah lain merupakan keluarga yang telah berdiri 
sendiri.” 
 
Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum adat tidak dikenal adanya 
suatu perbatasan umur tertentu untuk menyatakan apakah seseorang sudah 
dewasa atau belum, hal ini hanya tergantung pada keadaan yang dapat 
dilihat apakah seorang anak sudah dapat mengurus diri sendiri dan 
mengurus kepentingannya serta ikut dalam kehidupan hukum dan sosial di 
dalam lingkungan di mana ia berada. Atau dengan kata lain hanya dapat 
dilihat dari ciri-ciri nyata yang ada pada diri seseorang. 
Dalam Hukum Islam juga demikian, orang yang telah dewasa disebut 
orang yang telah akil baliq yaitu dihitung sejak seoarang laki-laki mengalami 
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mimpi basahnya yang pertama dan pada wanita dihitung sejak haid pertama 
atau lebih menampakkan kematangan bersetubuh dengan orang lain. 
Dengan melihat apa yang telah diuraikan diatas, maka penentuan 
umur seseorang yang belum akil baliq dan yang telah akil baliq menurut 
hukum Islam sangatlah sukar sekali, sebab adanya tanda-tanda yang 
berlainan pada masing-masing individu untuk lebih memperjelas mengenai 
kelompok umur ini, dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa 
kelompok umur ini, dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa segi 
tinjauan antara lain dari segi pandangan biologis menunjukkan bahwa. 
1) Umur 0 sampai 1 tahun disebut masa bayi 
2) Umur 1 sampai 12 tahun disebut masa anak-anak. 
3) Umur 12  tahun sampai 15 tahun disebut masa puber. 
4) Umur 15 sampai 21 tahun disebut masa pemuda 
5) Umur 21 tahun keatas sudah berada pada tingkat dewasa. 
Dari segi pandangan ini, maka masa remaja dapat ditandai dengan 
ketentuan umur seperti disebut diatas, disamping itu adalah dengan semakin 
sempurnanya organ-organ tubuhnya, hal ini biasanya terjadi pada umur 
sekitar 13 sampai 20 tahun. Jadi antara ketentuan umur dengan 
perkembangan organ-organ tubuh dapat ditarik kesimpulan bahwa masa 
remaja yaitu antara 12 tahun sampai 20 tahun. 
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Sudut pandang yuridis, dimana undang-undang menyebut batas umur 
sesuai dengan permasalahan yang diatur. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 
ketentuan yang  dirumuskan dalam undang-undang lainnya, yakni: 
1) Untuk bidang ketenagakerjaan, seseorang diperlukan sebagai anak 
sampai batas umur maksimum 16 tahun. 
2) Untuk proses perdata dan kepentingan kesejahteraan sosial, 
seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur 21 tahun 
3) Untuk proses pidana diperlukan sebagai anak sampai batas umur 
maksimum 18 tahun. 
Uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa tidak adanya istilah remaja, 
melainkan istilah anak dengan batasan umur sebagaimana tersebut di atas, 
beberapa undang-undang kesejahteraan anak, misalnya menganggap semua 
orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak oleh 
karenanya berhak mendapat perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang 
diperlukan bagi anak. 
Mengenai penjelasan tentang pengertian anak tidak ada 
keseragaman, bahkan terkesan sangat variatif tergantung dari sudut mana 
kita memilihnya, sehingga dalam perumusannya masih ditemukan pengertian 
yang berbeda-beda. 
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Penulis menemukan berbagai macam pengertian anak, yakni sebagai 
berikut: 
1) Undang-Undang Pengadilan Anak 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) 
merumuskan bahawa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal 
yang telah mencapai umur (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 
umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, jadi anak 
dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai belum berumur 
18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum 
pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terkait dalam perkawinan 
ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang 
terkait dalam perkawinan atau perkawinannya karena perceraian, 
maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umumnya belum 
genap 18 (delapan belas tahun). 
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 1/PUU-
VIII/2010, telah mengubah batas minimal usia anak yang bisa dimintai 
pertanggungjawaban hukum menjadi 12 (dua belas) tahun. Usia 12 
tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan 
intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa 
Indonesia.  
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bawah 
usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 
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tahun. Sebelum putusan ini, menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, anak yang berusia 8 hingga 18 tahun dapat 
dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. 
2) Anak Dalam Hukum Perburuhan 
     Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang 
laki-laki, atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah. 
3) Anak menurut Kitab Undanh-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa 
apablia belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, 
apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh 
memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang 
tuanya; walinya atau pemeliharaannya dengan tidak dikenakan suatu 
hukuman. Atau memerintahakannya supaya diserahkan kepada 
pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan 
Pasal 35, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. 
4) Anak menurut Hukum Perdata 
Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakn, 
orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 
genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. 
5) Anak menurut Undang-Undang Perkawinan  
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Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya 
diizinkan kawin apabila telah mencapai umur 16 tahun. Penyimpangan 
atas hal tersebut ditentukan bahwa usia dicapai lebih awal. 
Berdasarkan agama Islam, kesewasan seseorang tidak ditentukannya 
dengan usia tertentu, tetapi melihat perkembangan fisik dikategorikan 
anak selama ia masih dalam pertumbuhan fisik. 
6) Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak 
Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang 
belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.“ 
7) Anak Menurur Undang-Undang Perlindungan Anak 
Sebagai dasar perumusan anak dalam Pasal 1 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
yakni yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada 
dalam kandungan. 
Dari beberapa penafsiran pengartian tentang anak yang dikemukakan 
di atas maka sehubungan dengan penelitian ini yang dimaksud dengan anak 
adalah anak sebagai pelaku tindak pidana yang merujuk ke Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997, yang dalam Pasal 1 Pasal (1) bahwa anak sebagai 
pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum 
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pidana adalah anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi 
belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan pernah kawin. 
Adapun pengertian anak nakal dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 adalah seorang yang terlibat dalam perkara anak nakal. 
Sedang dimaksud dengan anak nakal dalam Pasal 1 butir 2 mempunyai dua 
pengertian (Gatot Supramono, 2007:21)  yaitu : 
1) Anak yang melakukan tindak pidana  
Walaupun Undang-Undang Peradilan Anak tidak memberikan 
penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang 
melakukan tindak pidana perbuatannya tidak terbatas kepada 
perbutan yang melanggar peraturan di luar KUHP misalnya Ketentuan 
pidana dalam Undang-Undang Narkotika dan sebagainya. 
2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi 
anak. 
Yang dimaksud perbuatan yang terlarang bagi anak adalah baik yang 
tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan 
kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat 
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B. Tindak Pidana Pencurian 
1. Jenis - Jenis Tindak Pidana Pencurian 
Jenis – jenis tindak pidana pencurian terbagi menjadi lima yaitu: 
a. Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok 
Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 
362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: 
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia 
dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan 
hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda 
setinggitingginya enam puluh rupiah”. 
 
Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa 
kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara 
formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam 
hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. 
P.A.F. Lamintang menerjemahkan perkataan “zich toeeigenen” 
dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya 
pembaca akan dapat memahami, bahwa “zich toeeigenen” itu 
mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian 
“memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” 
itu sendiri termasuk di dalam pengertian “zich toeeigenen” seperti yang 
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dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana tersebut di atas (PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009: 
24). 
b. Tindak Pidana Pencurian dengan Unsur–Unsur yang 
Memberatkan 
Tindak pidana pencurian dengan unsur–unsur yang 
memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut 
gequalificeerde distal atau pencurian dengan kualifikasi oleh 
pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 363 KUHP yang 
berbunyi: 
(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun: 
1. pencurian ternak 
2. pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, 
ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, 
letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, 
kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau 
bahaya perang. 
3. pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman 
atau di atas sebuah pekarangan tertutupyang di atasnya 
terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan 
olehseseorang yang berada di sanatanpa sepengetahuan 
atau bertentangan dengan keinginan orang berhak. 
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama. 
5. pencurian dimana orang yang bersalah dalam 
mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau 
untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah 
melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan 
atau memakai kunci-palsu, suatu perintah palsu atau 
seragam palsu. 
(2) Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai 
dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam 
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angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selama-
lamanya sembilan tahun. 
 
Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian 
dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana di 
atas mempunyai arti sama dengan kata pencurian sebagai pencurian 
dalam bentuk pokok dan dengan demikian juga mempunyai unsur-
unsur yang sama. 
c. Tindak Pidana Pencurian Ringan 
Yang oleh undang-undang telah diberikan kualifikasi sebagai 
pencurian ringan atau lichte diefstal, oleh pembentuk undang-undang 
telah diatue dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi: 
“Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 dan Pasal 
363 angka 4, demikian halnhya yang dirumuskan dalam Pasal 
363 angka 5, jika tidak dilakukan di dalam tempat kediaman 
atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya 
terdapat sebuah tempat kediaman, jika nilai dari benda yang 
dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, sebagai 
pencurian ringan dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-
tingginya sembilan ratus rupiah.” 
 
Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih 
dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1960 tentang 
Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
telah diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah. 
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d. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan 
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk 
undang-undang telah diatur dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi 
sebagai berikut: 
(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan 
tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap 
orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian 
tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-
lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika 
diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin 
penguasaan atas benda yang telah dicuri. 
(2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun: 
1. jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam 
sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan 
tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, 
atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem 
yang bergerak. 
2. jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama. 
3. jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, 
orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau 
pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu 
perintah palsu atau suatu seragam palsu. 
4. jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada 
tubuh. 
(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, 
jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang. 
(4) Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, 
jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh 
atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang 
disebutkan dalam angka 1 dan angka 3. 
 
Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP 
juga merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan 
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kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur 
yang memberatkan. 
Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP 
sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan 
yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian 
kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu 
samenloop dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian 
kekerasan terhadap orang. 
e. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga 
Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 
KUHP yang berbunyi: 
(1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah 
satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah 
seseorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan 
dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan 
orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka 
tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku 
atau orang yang melakukan kejahatan tersebut, 
(2) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai 
meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, 
atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan 
baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping 
sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan 
itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka 
hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap 
mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan 
kejahatan. 
 
(3) Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan 
bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, 
maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku 
bagi orang lain tersebut. 
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Lembaga-lembaga scheiding van tafel en bed atau bercerai 
meja makan da tempat tidur dan scheiding van geoderen atau bercerai 
harta kekayaan merupakan lembaga-lembaga yang diatur dalam 
Burgerlijk Wetboek, dan dengan sendirinya juga hanya berlaku bagi 
mereka yang menundukkan diri pada Burgerlijk Wetboek tersebut. 
Bagi mayoritas warga negara Indonesia yang menganut Agama 
Islam dan menikah menurut Hukum Islam hanya dikenal lembaga 
talak, sehingga untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan yang 
diatur dalam Pasal 367 KUHP bagi mereka, kata-kata bercerai meja 
makan dan tempat tidur dan bercerai harta kekayaan itu harus dibaca 
sebagai bercerai dalam pengertian talak tanpa perlu memperhatikan 
apakah talak tersebut merupakan talak pertama, talak kedua, atau 
talak ketiga. 
Bagi sebagian lagi penduduk Indonesia yang biasa 
melangsungkan perkawinan mereka menurut adat mereka, yang 
disebut perkawinan itu menurut hukum yang berlaku hanya 
merupakan lembaga hidup bersama tanpa nikah, sehingga ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 KUHP tidak berlaku bagi 
mereka, yakni karena lembaga hidup bersama tanpa nikah itu tidak 
dikenal lembaga cerai melainkan hanya berpisah. 
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2. Penjabaran Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan 
Pemberatan  
a. Delik Pencurian 
Pencurian mempunyai berbagai macam jenis yang 
dikategorikan menjadi 5 (lima) jenis pencurian. Delik pencurian diatur 
di dalam pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai: mengambil 
barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan 
memilikinya secara melanggar hukum.  
 Unsur mengambil barang. Unsur pertama dari tindak pidana 
pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil 
(wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan 
tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya 
ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila 
orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu 
keran untuk mengalirkannta ke dalam botol yang ditempatkan di 
bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat 
dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke 
suatu tempat lain daripada yang dijanjikan. 
 Barang yang diambil. Oleh karena sifat tindak pidana pencurian 
adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil 
harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. 
Misalnya, barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual 
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kepada orang lain, tetapi bagi si korban dangat dihargai sebagai 
suatu kenang-kenangan. Contohnya bisa beberapa helai rambut 
dari seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa 
halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau suatu surat 
biasa. 
Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu 
apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-
bagi, dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut 
berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak 
dimiliki oleh siapapun (resnullius), misalnya sudah dibuang oleh 
si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.  
 Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Unsur 
ini juga terdapat pada tindak pidana penggelapan barang dari 
pasal 372 KUHP, bahkan di sana tidak harus ada tujuan 
(oogmerk) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk 
rumusan memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Unsur 
memiliki barang ini ditafsirkan sebagai berbuat sesuatu dengan 
suatu barang seolah-oleh pemilik barang itu, dan dengan 
perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum. 
 Wujud perbuatan memiliki barang. Perbuatan ini dapat 
berwujud macam-macam seperti menjual, menyerahkan, 
meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering 
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bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan 
barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat 
sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.   
Apabila kita perhatikan rumusan Pasal 362 KUHP (pencurian pokok) 
dengan Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), maka tampak 
jelaslah perbedaannya, dimana Pasal 363 KUHP lebih mengarah kepada 
pengaturan yang lebih spesifik dan konkrit terhadap: 
 objek khusus (ternak); 
 keadaan-keadaan khusus (kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa 
bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau 
bahaya perang), gabungan antara lokus dan tempus khusus (waktu 
malam hari dalam sebuah kediaman atau kediaman di atas 
pekarangan tertutup); dan 
 modus operandi khusus (dilakukan dua orang atau lebih secara 
bersama-sama dan/atau pembongkaran, pemanjatan, perusakan, 
kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu). 
C. Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak 
Sanksi adalah ancaman hukuman, satu alat pemaksa guna ditaatinya 
suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum, akibat sesuatu 
perubahan atau suatu reaksi dari pihak lain atas sesuatu perbuatan. 
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Pidana dan jenis pidana penjatuhan Pidana pada Persidangan Anak 
diatur dalam Pasal 22-32 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 dan dapat 
berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat 
pidana Pokok dan Pidana Tambahan. 
1. Pidana Pokok 
Pidana Pokok bagi anak terdiri dari : 
a. Pidana penjara 
Pasal 26 UU No. 3 tahun 1997 
Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu per dua) 
dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. 
Apabila Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf 
a melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 
pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 
10 tahun. 
Apabila Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf 
a, belum melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup, maka terhadap Anak  tersebut hanya dapat 
dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf 
b. 
Apabila Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf 
a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana 
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yang tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terfadap Anak  
tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24. 
Secara universal, pidana penjara/gevangenisstraf merupakan 
pidana bersifat perampasan kemerdekaan pribadi terpidana karena 
penempatannya dalam bilik penjara. Kalau dilihat dari bentuknya maka 
hukuman penjara dapat berupa seumur hidup untuk sementara. Hukuman 
penjaraa untuk sementara mempunyai rentang waktu 
minimum/algemeene Straftmaxime selama 15 (lima belas) tahun. 
b. Pidana Kurungan 
Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ 
(satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang 
dewasa. 
c. Pidana denda 
Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling banyak ½ (satu 
per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. 
Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. 
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Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 
90 (Sembilan puluh) hari kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta 
tidak dilakukan pada malam hari. 
d. Pidana Pengawasan  
Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 
(tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. 
Apabila terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud 
dalam (1), maka Anak tersebut ditempatkan dibawah pengawasan Jaksa 
dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. 
Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana 
pengawasan diatur lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
2. Pidana Tambahan  
a. Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka 
perampasan barang-barang tertentu tersebut berorientasi kepada : 
 Milik terdakwa Anak sendiri ; 
 Barang tersebut dipergunakan terdakwa Anak untuk melakukan 
Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan 
 Barang-barang tersebut diperoleh Anak karena melakukan 
Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya. 
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b. Pembayaran Ganti Rugi 
Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 bahwa ketentuan mengenai bentuk dan tata cara 
pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah 
3. Tindakan  
Tindakan yang dapat dijatuhkan Kepada Anak  adalah: 
a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh. Pada 
asasnya, meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali atau 
orang tua asuh, anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan 
bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, antata lain mengikuti 
kegiatan kepramukaan dan lain-lain. 
b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja; atau hakim dapat menetapkan anak 
tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk 
mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja dimaksudkan 
untuk memberikan bekal kekal keterampilan kepada anak, 
misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai 
pertukangan, pertanian, perbengkelan, tat arias, dan sebagainya 
sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri. 
c. Menyerahkan kepada Depatemen Sosial, atau Organisasi sosial 
Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, 
dan latihan kerja. Pasal 32 UU 3/1997 pada prinsipnya pendidikan, 
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pembinaan, dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di 
Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, tetapi 
dalam hal kepentingan Anak yang bersangkutan diserahkan 
kepada Organisasi Kemasyarakatan, seperti pesantren, panti 
sosial, dan lembaga social lainnya dengan memperlihatkan agama 
anak yang bersangkutan. 
D. Putusan Hakim 
Macam-macam putusan hakim dalam persidangan di pengadilan 
adalah sebagai berikut: 
1. Putusan yang Menyatakan Bahwa Dakwaan Tidak Dapat Diterima 
Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada 
dasarnya termasuk kekurangcermatan jaksa penuntut umum, sebab putusan 
tersebut dijatuhkan karena : 
a. Pengaduan  yang diharuskan bagi penuntut dalam delik aduan 
tidak ada.  
b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah 
diadili. 
c. Hak untuk penuntutan telah hilang karena kadaluarsa (verjaring). 
2. Putusan yang Menyatakan Bahwa Terdakwa Lepas Dari Segala 
Tuntutan Hukum 
Putusan ini dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan 
yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan 
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tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan 
hukum.Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan 
karena: 
a. Materi hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak 
pidana. 
b. Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa 
tidak dapat dihukum.Keadaan istimewa tersebut antara lain: 
 Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP); 
 Melakukan di bawah daya paksa (Pasal 48 KUHP); 
 Adanya pembelaan terdakwa (Pasal 49 KUHP); 
 Adanya ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP); 
 Adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP). 
3. Putusan Bebas 
Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari 
hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
maka terdakwa diputuskan bebas (Pasal 191 ayat 1 KUHAP). 
4. Putusaan Pemidanaan Bagi Terdakwa 
Pemidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa 
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 
padanya.Hakim dalam hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta 
kebijakan memahami setiap yang terungkap dalam persidangan.Sebagai 
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hakim harus berusaha untuk menetapkan suatu hukuman yang setimpal dan 
adil, harus memperhatikan: 
a. Sifat tindak pidana. 
b. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana. 
c. Keadaan atau suasana waktu dilakukannya tindak pidana. 
d. Pribadi terdakwa. 
e. Sebab-sebab melakukan tindak pidana. 
f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan. 
g. Kepentingan umum 
Mengenai isi putusan, telah ditentukan secara rinci dan limitatif dalam 
Pasal 179 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
yang mengatur tentang muatan surat putusan adalah sebagai berikut: 
a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi : 
      DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG 
MAHA ESA 
b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. 
c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan 
d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan 
di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. 
e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan 
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f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai 
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. 
g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali 
perkara diperiksa oleh hakim tunggal. 
h. Pernyataan kesalahan terdakwam pernyataan telah terpenuhi 
semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan 
kualifikasinya dan pemidanaannya atau tindakan yang dijatuhkan 
i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai 
barang bukti 
j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan 
dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik 
dianggap palsu 
k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 
dibebaskan 
l. Hari dan tanggal putusan; nama penuntut umum, nama hakim yang 
memutus, nama panitera. 
 Kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti ketentuan Pasal 197 ayat 
(1) diancam dengan pembatalan oleh ayat (2) yang bunyinya 
sebagai berikut : 
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Menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa tidak 
dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,k dan I Pasal ini 
mengakibatkan putusan batal demi hukum (nulliteit). Putusan batal demi 
hukum, dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak memiliki 
kekuatan hukum sehingga tidak keliru jika tidak dilaksanakan (eksekusi) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi 
penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Kota Makassar. 
Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam penulisan ini maka 
penulis menetapkan lokasi panelitian pada Pengadilan Negeri Kota 
Makassar. Pertimbangan penulis untuk memilih lokasi penelitian tersebut 
adalah karena Pengadilan Negeri Kota Makassar adalah tempat 
diputuskannya perkara pidana dengan putusan Nomor 
115/PID.B/2011/PN.Mks. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Empiris, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan 
dengan mengadakan wawancara (interview) kepada pihak yang 
berkompeten, dalam hal ini adalah jaksa, dan hakim yang telah 
menangani perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan 
dengan anak sebagai pelakunya. 
2. Data Normatif, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
yakni melalui peraturan perundang-undangan, salinan putusan 
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pengadilan, buku, makalah, dan artikel yang relevan dengan topik 
yang dibahas. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai 
peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan, koran dan karya 
ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian. 
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data dengan 
mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang 
diselidiki. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 
1. Wawancara, pengumpulan data hasil komunikasi aktif antara penulis 
dengan narasumber (informan) secara langsung sebagai sumber 
informasi agar dapat diketahui tanggapan, terdapat, keyakinan, 
perasaan, motivasi, serta cita-cita informan yang berkaitan dengan 
penanganan perkara tindak pidana narkotika anak sebagai pelaku. 
2. Studi dokumen, mempelajari dan mengkaji dokumen dan arsip-arsip 
yang diberikan oleh pihak yang terkait yaitu pihak Kejaksaan Negeri 
Makassar, dan Pengadilan Negeri Kota Makassar. 
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D. Analisis Data 
Data yang diperoleh di lokasi penelitian baik data primer maupun data 
sekunder yang diperoleh dari wawancara dianalisis secara kualitatif dengan 
menggunakan metode deduktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya sesuai dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 
115/Pid.B/2011/PN.Mks 
1. Posisi Kasus 
- Permulaan kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 
sekitar jam 21:30 WITA di salon Riska yang terletak di Jalan Perintis 
Kemerdekaan KM. 15, Makassar; 
- Pada awalnya pelaku datang ke Salon Riska dan sesampainya di Salon 
Riska, pelaku minta izin untuk mandi; 
- Pada waktu pelaku akan masuk ke kamar mandi, pelaku melihat kunci 
sepeda motor di atas lemari pakaian, kemudian mengambilnya; 
- Setelah mengambil kunci motor tersebut, pelaku lalu mandi dan setelah 
mandi, pelaku pamit pulang ke Riska. Tidak lama kemudian, pelaku 
kembali lagi ke salon tersebut dengan menumpang sepeda motor orang 
yang lewat lalu mengambil sepeda motor Suzuki Spin warna merah 
yang sedang terparkir dengan nomor plat DD 4603 OW; 
- Selanjutnya pada saat adik saksi korban bermaksud menggunakan 
sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor saksi korban tidak ada 
di tempatnya, kemudian saksi korban mencari kunci sepeda motor yang 
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saksi simpan di atas lemari pakaian dan ternyata juga tidak ada, 
sehingga saksi curiga terhadap pelaku karena hanya pelaku saja yang 
masuk ke salon saksi pada waktu itu; 
- Setelah itu, saksi korban menelpon suaminya (saksi RAHMAT) lalu 
saksi RAHMAT mencari pelaku di GOR Sudiang dan menemukan 
pelaku disana bersama sepeda motor tersebut dan kemudian saksi 
RAHMAT menghampiri pelaku dari sebelah kanan, kemudian pelaku 
melarikan diri; 
- Pada saat pelaku melarikan diri dari kejaran saksi RAHMAT, pelaku 
terjatuh saat membelok di Jalan An Nur, kemudian saksi RAHMAT 
membawa pelaku dan sepeda motor tersebut ke salon RISKA yang 
kemudian pelaku ditangkap dan dijemput oleh polisi di Salon RISKA; 
- Motif pelaku dalam melakukan pencurian sepeda motor adalah karena 
disuruh oleh FAJAR yang bilamana pelaku memenuhinya, maka 
terpidana akan diberikan pekerjaan oleh FAJAR. 
 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
- Dakwaan Primair 
Bahwa Terdakwa DIYANA PETROCCI SURATIN alias ICA alias Diana 
pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekitar pukul 22.15 WITA 
atau setidak-tidaknya paa suatu waktu lain dalam Bulan Desember 
2010, bertempat di Salon Riska Jl. Perintis Kemerdekaan KM 16 Kel. 
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Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar atau setidak-tidaknya 
pada tempat-tempat  lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, telah mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu 
dengan melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, 
yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau 
tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan dengan 
cara-cara antara lain sebagai berikut 
Bahwa pada waktu yang telah disebutkan di atas Terdakwa 
datang ke Salon Riska dengan maksud untuk mandi dan saat 
Terdakwa sampai di Salon Riska, Terdakwa minta izin untuk mandi, 
dan saat Terdakwa ingin masuk ke kamar mandi, Terdakwa melihat 
kunci motor yang diletakkan di atas lemari, kemudian Terdakwa 
mengambil dan memasukkan ke dalam kamar mandi. Sehabis mandi, 
Terdakwa pamit pulang kepada Pr. Riska dan selanjutnya Terdakwa 
pergi menuju GOR Sudiang, namun tidak berapa lama Terdakwa 
kembali lagi  ke Salon Riska dengan menumpang sepeda motor orang 
lewat dan sesampainya di Salon Riska, Terdakwa melihat suasana 
sepi sehingga Terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan 
langsung terdakwa bawa pergi ke GOR Sudiang selanjutnya Terdakwa 
ke Jl. Laikang Bandara mencari teman Terdakwa yang bernama Lk. 
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FAJAR namun saat itu Terdakwa tidak menemukannya sehingga 
Terdakwa balik lagi ke GOR Sudiang dan saat itu Terdakwa bertemu 
dengan suami Pr. Riska dan Terdakwa langsung melarikan diri namun 
dikejar oleh suami Pr. Riska, akan tetapi saat membelok ke Jl. An Nur, 
Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa dibawa ke Salon Riska 
bersama dengan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa 
ditangkap dan dijemput oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek 
Biringkanaya Makassar. 
 Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Pr. Riska 
menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau 
setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) 
Perbuatan  Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. 
-  Subsidair 
Bahwa ia Terdakwa DIYANA PETROCCI SURATIN alias ICA 
alias DIANA, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam 
dakwaan primair di atas, mengambil suatu barang, yang sama 
sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
memliki barang itu dengan melawan hukum, jika niat untuk itu 
sudah nyata, dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak 
selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan 
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karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh 
Terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa pada waktu yang telah disebutkan di atas Terdakwa 
datang ke Salon Riska dengan maksud untuk mandi dan saat 
Terdakwa sampai di Salon Riska, Terdakwa minta izin untuk mandi, 
dan saat Terdakwa ingin masuk ke kamar mandi, Terdakwa melihat 
kunci motor yang diletakkan di atas lemari, kemudian Terdakwa 
mengambil dan memasukkan ke dalam kamar mandi. Sehabis mandi, 
Terdakwa pamit pulang kepada Pr. Riska dan selanjutnya Terdakwa 
pergi menuju GOR Sudiang, namun tidak berapa lama Terdakwa 
kembali lagi  ke Salon Riska dengan menumpang sepeda motor orang 
lewat dan sesampainya di Salon Riska, Terdakwa melihat suasana 
sepi sehingga Terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan 
langsung terdakwa bawa pergi ke GOR Sudiang selanjutnya Terdakwa 
ke Jl. Laikang Bandara mencari teman Terdakwa yang bernama Lk. 
FAJAR namun saat itu Terdakwa tidak menemukannya sehingga 
Terdakwa balik lagi ke GOR Sudiang dan saat itu Terdakwa bertemu 
dengan suami Pr. Riska dan Terdakwa langsung melarikan diri namun 
dikejar oleh suami Pr. Riska, akan tetapi saat membelok ke Jl. An Nur, 
Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa dibawa ke Salon Riska 
bersama dengan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa 
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ditangkap dan dijemput oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek 
Biringkanaya Makassar. 
Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Pr. Riska 
menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau 
setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) 
 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
1. Menyatakan terdakwa Diyana Petroccini Surati alias Ica alias Diyana, 
bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan pemberatan” 
sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 
8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type 
UY SA T No. Polisi DD 46030 OW warna merah, dikembalikan kepada 
yang berhak; 
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). 
 
4. Amar Putusan Hakim 
1. Menyatakan Terdakwa Diyana Petrocci Suratin alias Ica alias Diana, 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Pencurian dengan Pemberatan”; 
2. Menjatuhkan tindakan berupa perintah agar Terdakwa diserahkan 
kepada Kementrian Sosial di Makassar untuk mengikuti Pembinaan, 
Pendidikan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan; 
3. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor 
Suzuki type UY 125 T No. Polisi DD 4603 OW warna merah 
dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Rizka Nugraha 
alias Rizka Binti Zamzam; 
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 
(dua ribu rupiah). 
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5. Analisis Penulis Terhadap Penerapan Hukum Pidana oleh Hakim 
dalam Putusan Nomor 115/Pid.B/2011/PN.Mks 
Tampak bahwa penuntut umum menyusun dakwaannya secara 
subsidair. Bentuk dakwaan subidair adalah dakwaan yang disusun atau 
dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana 
“yang terberat” sampai kepada dakwaan tindak pidana “yang teringan”. 
Sering juga bentuk dakwaan seperti ini diartikan sebagai dakwaan 
“pengganti” atau dalam peristilahan Inggris disebut “with the alternative of”. 
Jadi, dakwaan pertama lebih diutamakan pembuktiannya daripada dakwaan 
kedua dan begitu seterusnya sampai terbukti salah satu dakwaan tersebut. 
Pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktik, bentuk dakwaan subsidair 
diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu 
akibat yang timbul atau menunjukkan suatu perbuatan dan akibat yang timbul 
atau perbuatan itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan 
pasal pidana yang hampir saling berdekatan rumusannya. Dalam kasus ini, 
Penuntut Umum menempatkan Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP (pencurian 
dengan pemberatan) sebagai dakwaan Primair dan Subsidair yang 
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Barang siapa; 
2. Mengambil sesuatu barang; 
3. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; 
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4. dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum; 
5. dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan 
Menurut penulis, hal ini sudah sejalan dengan ketentuan perunadang-
undangan dan kebiasaan yang terjadi dalam praktik sehingga tidak ada 
masalah terhadap dakwaan Penuntut Umum. 
 
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan 
Nomor 115/Pid.B/2011/PN.Mks 
1. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti   
Hakim Anak dalam putusan No. 115/Pid.B/2011/PN.Mks 
menjatuhkan putusan berupa : 
1. Menyatakan Terdakwa Diyana Petrocci Suratin Alias Ica Alias 
Diana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” yang 
diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) poin 3 KUHP; 
2. Menjatuhkan tindakan berupa perintah agar Terdakwa diserahkan 
kepada kementrian sosial di Makassar untuk mengikuti pembinaan, 
pendidikan dan latihan kerja selama 6 (enam) bulan; 
3. Menetapkan agar barang bukti berupa: 
 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type UY 125 SA  T No. Polisi 
DD 4603 OW warna merah dikembalikan kepada yang berhak 
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yakni saksi korban RIZKA NUGRAHA Alias RIZKA Binti 
ZAMZAM 
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 
2.000,00 (dua ribu rupiah). 
Dalam poin nomor 1 dalam putusan di atas, Hakim Anak yang 
mengadili menyatakan bahwa person yang bernama Diyana Petrocci 
Suratin Alias Ica Alias Diana telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” 
yang diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) poin 3 KUHP. 
Hakim anak mendasarkan pembuktiannya terhadap kesalahan 
terpidana berdasarkan 3 alat bukti yang sah yang diatur di dalam Pasal 
184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 
Di dalam memutuskan perkara ini, Hakim Anak memperimbangkan 3 
(tiga) orang saksi, yakni Riska Nugraha binti Zamazam, Muh. Rahmat bin 
Muh. Tahir, dan Muhammad Syaifullah alias Syaiful yang pada 
kesaksiannya menerangkan bahwa Diyana Petrocci Suratin memang 
benar telah melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) 
poin 3 KUHP. Mengenai alat bukti “petunjuk”, Hakim Anak 
memperolehnya dengan cara menghubungkan secara logis dan 
sistematis keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang 
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bukti yang berupa motor bermerek SUZUKI tipe UY 125 SA T dengan 
nomor polisi DD 4603 OW yang telah disita secara sah.  
Ditinjau dari jumlah alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum 
untuk membuktikan kesalahan pelaku, maka putusan tersebut telah 
memenuhi unsur formil dalam pembuktian kesalahan berdasarkan Pasal 
183 KUHAP yang mengatur bahwa : 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
 
2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Anak Dalam Memvonis 
Bersalah 
Setelah penerapan hukum pidana formil dalam membuktikan 
kesalahan pelaku oleh Penuntut Umum telah penulis bahas, maka 
pembahasan penulis selanjutnya berkaitan dengan penerapan hukum 
pidana materil. Dalam putusan, hakim anak menyatakan bahwa pelaku 
terbukti bersalah telah melakukan delik yang diatur di dalam Pasal 363 
ayat (1) poin 3 KUHP (terjemahan P.A.F. Lamintang) yang mengatur 
bahwa : 
“Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun  
pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat 
kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya 
terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang 
yang ada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan 
keinginan orang yang berhak.” 
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Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak 
pidana pencurian dengan pemberatan seperti pada pasal di atas, orang 
tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur yang  terdapat di 
dalam pasal tersebut. Unsur-unsur pada pasal di atas terdiri atas: 
 Unsur subjektif : dengan maksud untuk menguasai suatu benda;  
 Unsur objektif : barangsiapa; mengambil sesuatu benda; yang 
sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; yang dilakukan 
pada malam hari; tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan 
keinginan orang yang berhak.  
Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan 
tegas dalam pasal di atas harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak 
dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana yang diatur 
dalam pasal tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Hal ini 
dikarenakan KUHP yang berlaku di Indonesia tidak mengenal tindak 
pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau lalai (culpa). 
Kesengajaan terbagi-bagi menjadi beberapa ajaran dari para ahli hukum 
pidana. Bentuk pertama adalah sengaja sebagai maksud. Vos 
mengemukakan bahwa sengaja sebagai maksud adalah bilamana 
pembuat menghendaki perbuatannya. Ia  tidak pernah melakukan 
perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya 
itu tidak akan terjadi (Andi Hamzah; 2008: 116). 
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Bentuk sengaja yang kedua adalah sengaja dengan kesadaran 
akan kepastian. Jadi, dapat dikatakan bahwa sengaja dengan kesadaran 
akan kepastian terjadi itu bilamana pembuat yakin bahwa akibat yang 
dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak 
dimaksud. Oleh karena itu, bentuk sengaja kedua ini dapat didefinisikan 
sebagai suatu niat untuk melakukan perbuatan yang dimana pelaku 
mengetahui bahwa implikasi perbuatannya tersebut pasti akan 
menimbulkan akibat atau perbuatan yang pembuatnya dipidana. 
Contoh yang sangat terkenal yaitu kasus Thomas van 
Bremerhaven, yang posisi kasusnya sebagai berikut: 
“Thomas van Bremerhaven berlayar ke Southhamton dan meminta 
asuransi yang sangat tinggi di sana. Ia memasang dinamit, supaya 
kapal itu tenggelam di laut lepas. Motifnya ialah menerima uang 
asuransi.”    
 
Kesengajaannya ialah menenggelamkan kapal itu. Jika orang yang 
berlayar dengan kapal itu mati tenggelam, maka itu adalah sengaja 
dengan kepastian. Memang ada kemungkinan bahwa orang-orang itu 
ditolong seluruhnya, tetapi pembuat tidaklah berpikir ke arah itu. 
Penenggelaman kapal itu sebagai sengaja sebagai maksud tidak akan 
terjadi tanpa matinya para penumpang yang tidak dimaksud itu. Kematian 
para penumpang merupakan kepastian terjadi jika kapal ditenggelamkan 
dengan dinamit di laut lepas (Andi Hamzah; 2008:.117).  
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Bentuk sengaja yang ketiga adalah sengaja dengan kemungkinan 
sekali terjadi atau sengaja dengan kemungkinan terjadi atau sengaja 
bersyarat. Sengaja seperti ini adalah suatu niat untuk melakukan 
perbuatan yang dimana pembuat mengetahui bahwa implikasi 
perbuatannya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat atau 
perbuatan yang pembuatnya dipidana dimana akibat tersebut bukan 
merupakan maksud dan tujuan perbuatan dan tidak diinginkan oleh 
pembuat namun pembuat melakukan pembiaran.  
Contoh sengaja bentuk ketiga ini adalah kasus kue tar dari kota 
Hoorn (Hoornse taart). Kasus ini diputus oleh pengadilan banding Hof 
Amsterdam tanggal 9 Maret 1911, W. 9154 dan kasasi Hoge Raad 
tanggal 19 Juni 1911, W. 9203. Posisi kasusnya sebagai berikut: 
“Seseorang hendak membunuh kepala pasar yang berdiam di kota 
Hoorn. Dengan maksud untuk membunuhnya ia mengirim kue tar 
yang telah dibubuhi racun tikus ke alamat tersebut. Ia mengetahui 
bahwa di samping musuhnya itu, juga berdiam di alamat itu 
istrinya, di tempat yang kue itu akan tiba. Ia menerangkan bahwa di 
atas kereta api antara Amsterdam dan Hoorn (sesudah kue tar itu 
dikirim dari Amsterdam) dengan pengertian yang jelas dan 
sesuatu mungkin akan terjadi (tot het duidelijk inzicht en de 
stellige verwachting is gekomen) bahwa istri itu juga akan 
memakan kue tar itu. Waktu di atas kereta api itu ia masih 
mempunyai waktu untuk mencegah hal itu tetapi tidak 
dilakukannya, dan oleh karena itu, Pengadilan Banding Hof 
memutuskan bahwa hal ini merupakan perbuatan yang 
direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) suatu bentuk 
sengaja yang diperberat.” (Andi Hamzah; 2008: 118-119) 
 
Dalam kasus pencurian dengan pemberatan dalam putusan nomor 
115/Pid.B/2011/PN.Mks, tampaknya Hakim Anak menggunakan ajaran 
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sengaja sebagai maksud terhadap pelaku. Ini bermakna bahwa Hakim 
Anak memandang bahwa pelaku telah dengan sengaja bermaksud untuk 
melakukan delik pencurian kendaraan bermotor. Kesengajaan ini 
dibuktikan melalui perbuatan objektif pelaku dan pengakuan dari pelaku 
sendiri. Ini membuktikan bahwa ada kaitan psikis antara pelaku dengan 
perbuatannya dalam bentuk kehendak yang dimaksudkan untuk 
melakukan pencurian. Adapun keadaan memberatkan yaitu perbuatan 
yang dilakukan pada malam hari di dalam suatu kediaman yang menyertai 
perbuatan pelaku dalam melakukan delik pencurian tidak perlu dibuktikan 
kesengajaannya. Hal ini karena dalam kasus pencurian yang sedang 
dibahas dan pada kasus-kasus pencurian yang lainnya, pelaku 
melakukannya pada malam hari di dalam suatu tempat kediaman atau di 
atas sebuah pekarangan tertutup karena memang ada kesempatan, 
bukan karena malam hari adalah waktu yang paling tepat jika 
dibandingkan dengan waktu-waktu lainnya. Tidak disyaratkan bahwa 
pelaku telah merenungkan bahwa mencuri pada waktu malam hari di 
dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup 
lebih baik dan tidak pula disyaratkan bahwa pelaku telah merencanakan 
terlebih dahulu untuk melakukan pada waktu dan lokasi tersebut. Syarat 
untuk pembuktian kesengajaan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP 
hanya ditujukan pada perbuatan pencurian, sedangkan keadaan yang 
menyertai dalam hal ini pada waktu malam hari di dalam suatu kediaman 
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atau di atas pekarangan yang tertutup hanya dianggap sebagai keadaan 
yang memberatkan. Yang perlu dibuktikan dalam hal ini hanyalah tempus 
dan locus delicti yang sesuai dengan rumusan keadaan yang 
memberatkan tersebut. 
 Setelah membahas unsur kesalahan pertama yakni kesengajaan, 
penulis akan membahas unsur kesalahan yang kedua, yaitu kemampuan 
bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab masih berkaitan 
dengan unsur subjektif yaitu dari dalam diri si pelaku seperti halnya 
kesengajaan. Oleh karenanya, kemampuan bertanggungjawab 
dimasukkan sebagai unsur kesalahan. Kemampuan bertanggungjawab ini 
meliputi kesadaran dalam memahami tindakan dan akibatnya yang diatur 
dalam Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa: 
“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 
pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” 
 
Karena pelaku dalam persidangan telah terbukti bahwa melakukan 
perbuatannya dalam keadaan sadar dan waras, sehingga ia dapat 
dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. Terdapat satu 
unsur lagi, yaitu kecakapan usia. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 
Peradilan Anak yang telah direvisi melalui putusan Mahkamah Konstitusi, 
diatur bahwa: 
“Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak 
adalah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum 
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mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah 
kawin.” 
 
Oleh karena itu, Anak Nakal yang berusia di bawah 12 (dua belas) 
tahun pada waktu melakukan tindak pidana tidak dapat diajukan ke 
Sidang Anak dan oleh karena itu tidak dapat dimintai 
pertanggungjawaban lewat penjatuhan sanksi pidana. Karena, pada 
waktu melakukan tindak pidana pelaku telah berusia 15 (lima belas) 
tahun, maka si pelaku menurut kategori usia telah mampu untuk dimintai 
pertanggungjawaban secara pidana. Beberapa penulis mengkategorikan 
unsur ini sebagai dasar peniadaan penuntututan. Di sini penulis 
memasukkan cakap usia sebagai salah satu unsur kesalahan karena 
alasan psikologis yang memberikan ide bahwa anak yang tidak cakap 
umur daya psikisnya lemah sehingga tidak mampu secara normal dalam 
membedakan mana perbuatan yang baik dan benar serta mana 
perbuatan yang dipidana dan tidak. Karena kemampuan dalam 
menganalisis posisi perbuatan pada tempatnya masing-masing 
berhubungan dengan keadaan akal yang merupakan keadaan subjektif 
dimana lingkup ini seharusnya diidentifikasi sebagai unsur kesalahan. 
Apabila ada penulis yang membahasnya dalam pembahasan dasar 
peniadaan penuntutan pidana, maka menurut hemat penulis hal itu sah-
sah saja. 
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Dalam posisi kasus juga tidak ditemukan adanya alasan-alasan 
hukum yang dapat membenarkan perbuatan (alasan pembenar) pelaku, 
mengisyafi perbuatan pelaku (alasan pemaaf), dan peniadaan 
penuntututan. Oleh karena itu menurut penulis, pelaku dalam kasus ini 
telah memenuhi unsur-unsur materiil untuk dapat dipidana sesuai hukum 
yang berlaku.   
3. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Anak Dalam Menyikapi 
Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Anak 
Dalam menjatuhkan putusan, Hakim Anak mendasarkannya pada 
beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah laporan hasil penelitian 
Pembimbing Kemasyarakatan Anak yang dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan/penyidikan Polsek Biringkanayya, 
dalam hal ini penyidik reskrim, klien diduga telah melanggaar pasal 
363 ayat (1) KUHP, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 
2010 sekitar pukul 21.30 WITA di Salon Riska kelurahan Daya 
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Saat ini klien dalam 
proses hukum yang membuat ketidakstabilan emosional klien 
karena merasa cemas dan takut atas sanksi hukum atau tindakan 
yang akan diterimanya kelak. 
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2. Pada awalnya klien melakukan tindak pidana pencurian karena 
atas dorongan diri klien pada malam itu untuk pergi ke tempat 
dimana motor itu berada. 
3. Bila dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh klien saat ini adalah 
suatu perbuatan yang melanggar pasal 363 KUHP. 
4. Pencurian yang mengakibatkan klien ditahan guna penyidikan lebih 
lanjut namun menurut pengakuan klien dia melakukan hal ini atas 
dorongan dari diri klien sendiri untuk melakukan pencurian. 
5. Selama ini klien tinggal bersama dengan orang tua klien, di 
kelurahan Kampung Cedde Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, 
klien baru pertama kali bermasalah dengan hukum dan sangat 
menyesal atas perbuatannya. 
Di dalam memutuskan perkara dalam putusan nomor 
115/Pid.B/2011/PN.Mks, Hakim Anak juga tampaknya mendasarkan 
putusannya terhadap hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan 
tersebut dengan berasumsi bahwa kemaslahatan masa depan pelaku 
harus lebih dikedepankan dan sarana yang paling baik adalah dengan 
mengirimkannya ke Departemen Sosial untuk dilakukan pembinaan, 
bukan dengan menjatuhkan pidana. 
Pertimbangan Hakim Anak di atas merupakan penerapan dari 
konsep Restorative Justice yang telah popular sebagai salah satu ajaran 
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sebagai tujuan dalam filsafat sanksi pidana. Konsep ini telah muncul lebih 
dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatife penyelesaian perkara 
pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) mendefinisikan restorative justice sebagai suatu proses 
semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk 
bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana 
mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Restorative justice 
sendiri juga dedifinisikan oleh Marlina sebagai pendekatan yang lebih 
menekankan pada upaya memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat dari 
adanya suatu pelanggaran, melalui upaya-upaya mediasi dan bentuk 
bentuk community service atau kerja sosial (Marlina, 2009: 180).  
Proses restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi 
(kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke 
luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian 
melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan 
hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana 
dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah 
dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan 
keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, hasil yang 
diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak anak yang ditangkap, 
ditahan, divonis penjara, menghapuskan stigma, dan mengembalikan 
anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak 
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di kemudian hari. Adapun Hakim Anak sebagai sebagai pemutus dalam 
proses peradilan dengan mengikuti konsep restorative justice, maka 
setiap putusannya haruslah benar-benar merestorasi kepribadian anak 
dari penyimpangan menuju kelurusan. (M. Joni dan Zulchaina; 1999: hal. 
3-4). 
Menurut Arie Winarsih, seorang Hakim Anak yang penulis 
wawancarai, mengatakan bahwa penjatuhan tindakan tersebut didaasari 
oleh alasan bahwa seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya 
nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. 
Lebih lanjut, tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya 
adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari 
orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya 
menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa 
konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses 
penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana 
formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak 
berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk 
menunjang proses tumbuh-kembangnya karena penjara justru seringkali 
membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan 
(Wawancara, 7 November 2012). 
Dari pernyataan Arie Winarsih di atas, penulis melihat bahwa 
memang ajaran restorative justice telah diterapkan dalam memutus 
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perkara anak, khususnya perkara yang sedang dibahas dalam penulisan 
skripsi ini. Ajaran ini menurut penulis merupakan turunan dari konsep 
double track system yang berkembang dalam doktrin sistem pemidanaan. 
Konsep ini merupakan konsep yang memadukan antara penerapan 
sanksi pidana dengan sanksi tindakan yang disusun secara alternatif. 
Sistem ini menempatkan kedua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan 
yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dengan saknsi 
tindakan dengan kerangka double track system, sesungguhnya terkait 
dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan lewat sanksi pidana  
dan unsur pembinaan lewat sanksi tindakan sama-sama penting. Atas 
dasar argumen filosofis itulah, maka double track system menghendaki 
agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan, sama-sama 
diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Ide-ide di atas telah 
tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Negara 
Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui 
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai 
upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari 
berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang 
sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, anak yang 
memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak yang berkonflik 
dengan hukum. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang 
berhadapan dengan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 
70 
 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Perlindungan anak merupakan 
pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara 
kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, 
mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan 
anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik 
yang dibuat oleh sebuah negara. 
Telah dipaparkan bahwa pelaku yang merupakan seseorang yang 
belum dianggap dewasa, oleh karena itu pelaku harus diberi perlakuan 
khusus. Pemberian sanksi tindakan oleh Hakim Anak terhadap pelaku 
memang kiranya sudah tepat, mengingat riwayat hidup pelaku yang 
merupakan seorang anak terlantar yang hidup bergelandang sejak pergi 
meninggalkan rumah orang tua angkatnya. Pelaku sejak usia 2 (dua) 
tahun ditinggalkan oleh kedu orang tuanya di Pondok Pesantren Darul 
Istiqomah, Maccopa, Kabupaten Maros kemudian melanjutkan pendidikan 
hanya sampai Sekolah Menengah Pertama dengan biaya dari orang tua 
temannya yang sudah menganggapnya sebagai anak sendiri. Sampai 
sekarang keberadaan orang tua kandung dari si pelaku belum diketahui. 
Oleh karena itu, pelaku memang secara psikis dan sosialogis rentan 
terhadap pengaruh-pengaruh negatif sehingga jiwanya yang masih muda 
dan polos mudah terpengaruh untuk melakukan berbagai macam 
kejahatan. Anak seperti ini memang tidak dapat diberikan terapi dengan 
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menggunakan sanksi pidana melainkan dengan upaya-upaya pembinaan 
dan pembimbingan sehingga mampu mengarahkan tingkah laku dan 
tujuan hidup baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. 
Penulis pada intinya sepakat dengan keputusan Hakim Anak di 
atas dalam menjatuhkan sanksi tindakan kepada pelaku lewat alasan 
yang telah penulis paparkan di atas.   
4. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Anak Dalam Memberatkan 
dan Meringankan Pidana 
Hakim Anak dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan 
alasan-alasan yang sifatnya psikologis dan sosiologis sebagai dasar dalam 
memberikan pemberatan dan keringanan sanksi pidana yang akan 
dijatuhkan terhadap pelaku. Alasan yang memberatkan adalah kerugian 
yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa. Sedangkan alasan yang 
meringankan ada 3 poin, yaitu: 
 Pelaku belum pernah dihukum; 
 Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi lagi; 
 Pelaku berlaku sopan dipersidangan. 
Ketiga poin di atas sebenarnya bukan menjadi tolak ukur dalam hal 
alasan yang meringankan hukuman karena tidak ada satu pun yang dapat 
menjamin bilamana ketiga poin tersebut terpenuhi pelaku mendapatkan 
72 
 
efek jera dari hukumannya. Seperti pada poin dua. Apakah dengan 
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi 
menjadi jaminan bahwa pelaku mendapatkan efek jera dari perbuatannya? 
Begitu juga dengan poin ketiga. 
Menurut penulis, alasan pemberatan yang dinyatakan oleh hakim 
berdasarkan pertimbangan bahwa delik pencurian yang dilakukan 
menimbulkan kerusakan terhadap barang curian yang mengakibatkan 
fungsi barang yang dicuri tersebut tidak lagi seperti sebelum dicuri. Untuk 
mengembalikan fungsinya seperti sedia kala, pemilik harus mengeluarkan 
uang untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, pemilik barang curian 
tersebut dirugikan secara finansial. Mungkin menurut hakim, bahwa 
kerugian finansial yang diakibatkan oleh perbuatan mencuri tidak terdapat 
dalam setiap delik pencurian. Jadi, apabila ada delik pencurian yang 
mengakibatkan kerugian finansial, maka hukumannya patut untuk 
diperberat. Menurut penulis, kerugian yang dikibatkan oleh pencurian 
harus dibatasi, yakni hanya kerugian yang berbentuk berkurang atau 
hilangnya fungsi dari barang curian, barang curian tersebut digunakan 
sebagai alat untuk mencari uang sehingga kehilangannya sehingga 
melumpuhkan sebagian atau seluruhnya aktivitas kerja dari korban, atau 
kehilangan barang curian tersebut mengakibatkan menurunnya kondisi 
kesehatan korban. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan 
hal-hal sebagai berikut: 
1. Hakim Anak dalam memutus perkara Nomor 115/Pid.B/2011/PN. 
Mks. telah tepat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum 
pidana materiil dan formiil sehingga putusan tersebut sah secara 
hukum; 
2. Hakim Anak dalam pertimbangannya lebih memilih untuk 
menerapkan sanksi tindakan berupa penyerahan anak kepada 
Departemen Sosial untuk dibimbing daripada menjatuhkan sanksi 
pidana karena alasan perimbangan kondisi sosial yang ada di 
Lembaga Pemasyarakatan Anak yang kemungkinan  besar akan 
mencemari perilaku anak secara negatif. 
3. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini tentu 
didasari pada fakta perbuatan pelaku yang terbukti dan atas dasar 
pertimbangan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Pembimbing Kemasyarakatan. 
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B. Saran 
1. Pemerintah harus lebih meningkatkan kualitas pembinaan terhadap 
para anak didik sehingga kelak mampu berguna bagi masyarakat 
dan negara; 
2. Peningkatan dan Pengawasan terhadap kinerja Lembaga 
Pemasyarakatan Anak harus lebih ditingkatkan sehingga faktor-
faktor penghambat kesuksesan tujuan pemidanaan baik yang 
berasal dari dalam maupun dari luar Lembaga Pemasyarakatan 
Anak dapat dicegah dan diberantas; 
3. Hakim Anak dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak nakal 
harus memperhatikan dengan cermat kondisi psikis dan sosial dari 
si anak dan masyarakat setempat sehingga putusan tersebut tidak 
membuat si anak jadi merasa tertekan dan depresi sehingga 
hasilnya malah merusak si anak, bukan memperbaiki dan juga 
lebih mencerminkan keadilan dan kebijaksanaan.  
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